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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menerapkan model 

pendampingan terpadu dalam mempercepat pemenuhan legalitas dasar usaha 

pada UMKM kuliner, dengan studi kasus “Nasi Mercon Cak Mansuro”. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendampingan dilakukan 

secara terstruktur melalui identifikasi kebutuhan legalitas, asistensi teknis 

penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), penentuan Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta koordinasi dengan pemerintah desa 

dalam penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pendampingan terpadu mampu mempercepat penerbitan Nomor Induk 

Berusaha (NIB) dan SKU pada UMKM yang sebelumnya mengalami kendala 

pemahaman prosedur dan administratif. Legalitas yang diperoleh memperkuat 

posisi hukum usaha, meningkatkan kredibilitas, serta membuka akses terhadap 

pembiayaan dan program pemberdayaan. Temuan ini menegaskan pentingnya 

pendampingan sebagai strategi efektif dalam mendukung legalitas UMKM. 

Katakunci: UMKM, Legalitas Usaha, Pendampingan 

 

Pendahuluan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, 

menyediakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat struktur ekonomi berbasis kerakyatan 

(Aftitah et al., 2025). UMKM telah menjadi sektor strategis yang terus berkembang dan 

menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah, terutama dalam sektor kuliner yang 

memiliki potensi pasar luas (Indrawati & Rachmawati, 2021). Namun, perkembangan 

tersebut juga diikuti oleh kebutuhan pemenuhan berbagai aspek administratif agar UMKM 

dapat bertahan dan berdaya saing, salah satunya terkait legalitas usaha. Legalitas menjadi 

salah satu fondasi penting yang perlu dipenuhi UMKM untuk memastikan kegiatan usaha 

berjalan secara resmi dan terlindungi. Dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) 

berfungsi sebagai identitas hukum, sedangkan perlindungan melalui Hak Kekayaan 

Intelektual membantu menjaga ciri khas dan keaslian produk (Khotimah et al., 2025). 

Pemanfaatan sistem OSS juga mempermudah proses pengurusan izin, sehingga pelaku 

usaha dapat memperoleh akses perizinan dengan lebih efisien dan terstruktur (Victoria et 

al., 2025) 
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Di lapangan, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala dalam proses 

pemenuhan legalitas. Berbagai UMKM kerap belum memahami dokumen yang diperlukan, 

alur pendaftaran, maupun fungsi setiap bentuk perizinan. Minimnya informasi, terbatasnya 

kemampuan teknis, hingga kurangnya pendampingan menyebabkan proses penerbitan 

legalitas seperti NIB, HaKI, atau izin lainnya berjalan lambat dan tidak tuntas. Selain itu, 

sebagian pelaku UMKM masih menganggap legalitas bukan sebagai prioritas awal usaha, 

sehingga proses administrasi sering tertunda dan berdampak pada terbatasnya akses 

terhadap pasar serta program pemerintah yang membutuhkan kelengkapan izin usaha 

(Austin et al., 2025). Kondisi serupa juga tampak pada UMKM yang mengalami 

keterbatasan modal dan sarana, sehingga pengurusan legalitas membutuhkan dukungan 

tambahan dalam bentuk pendampingan, verifikasi data, hingga penyelesaian tahapan 

teknis melalui sistem OSS dan layanan perizinan lainnya (Winanti et al., 2024). Dalam 

menghadapi persaingan industri yang semakin ketat, pelaku UMKM dituntut tidak hanya 

untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, tetapi juga memastikan bahwa 

usahanya memiliki legalitas yang sesuai dengan ketentuan. Pemenuhan legalitas 

memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus menjadi bentuk perlindungan 

hukum bagi pelaku usaha (Hutagalung & Parhusip, 2024). Tanpa legalitas yang lengkap, 

UMKM sering kali mengalami hambatan dalam pengembangan usaha, seperti kesulitan 

dalam memperoleh modal, mengikuti program pembinaan pemerintah, hingga 

keterbatasan dalam memperluas akses pasar (Anggraeni, 2022). 

Hal tersebut juga dialami oleh UMKM kuliner seperti Nasi Mercon Cak Mansuro 

yang berlokasi di kawasan Gading Serpong, yaitu wilayah dengan pertumbuhan industri 

kuliner yang pesat. Sebagai UMKM yang bergerak di sektor makanan, pemenuhan legalitas 

usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat P-IRT, hingga izin edar belum 

sepenuhnya terpenuhi. Padahal, legalitas tersebut menjadi syarat penting untuk menjamin 

keamanan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat posisi usaha 

di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat (Michel & Pasaribu, 2023). Legalitas juga 

membuka peluang bagi UMKM untuk memperoleh akses permodalan, program 

pembinaan pemerintah, serta masuk ke jaringan pemasaran yang lebih luas (Juara et al., 

2025). Melihat kondisi tersebut, kegiatan pendampingan menjadi penting untuk membantu 

pelaku UMKM memahami prosedur pengurusan legalitas serta manfaat yang akan mereka 

dapatkan setelah legalitas tersebut terpenuhi. Pendampingan memungkinkan pelaku usaha 

memperoleh informasi yang lebih jelas, mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, dan 

menjalani proses perizinan dengan lebih terarah (Nathasya et al., 2024). Oleh karena itu, 

penelitian ini tidak hanya berupaya menguraikan kondisi legalitas UMKM Nasi Mercon 

Cak Mansuro, tetapi juga merumuskan permasalahan yang muncul dalam pengurusannya 

serta menjelaskan bentuk pendampingan yang dapat dilakukan untuk membantu pemilik 

usaha memenuhi legalitas secara lengkap. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pentingnya legalitas bagi 

UMKM serta kontribusi pendampingan dalam meningkatkan kesiapan usaha menghadapi 

tuntutan regulasi dan persaingan pasar. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena berfokus pada proses 

pendampingan UMKM dalam pengurusan legalitas usaha. Metode kualitatif digunakan 

untuk memahami secara mendalam pengalaman pelaku UMKM, tantangan yang mereka 

hadapi, serta perubahan yang terjadi selama proses pendampingan. Pendekatan ini sesuai 

dengan temuan Maulana & Mawardi (2025), yang menjelaskan bahwa metode kualitatif 

efektif untuk menggambarkan dinamika dan kebutuhan UMKM selama proses 

pemberdayaan. 

Selain itu, penggunaan metode kualitatif juga didukung Mandasari (2025), yang 

menunjukkan bahwa wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan teknik yang 

relevan untuk memperoleh informasi nyata mengenai kesiapan UMKM dalam memenuhi 

aspek legalitas dan administrasi usaha. Teknik ini membantu peneliti menganalisis kondisi 

UMKM secara lebih mendalam. 

Penelitian ini juga merujuk pada Salsabila (2024), yang menegaskan bahwa 

pendekatan kualitatif sangat tepat dalam kegiatan pendampingan UMKM karena dapat 

mengetahui perkembangan perilaku, pemahaman, serta kemampuan adaptasi pelaku 

usaha terhadap regulasi pemerintah. Dengan demikian, metode kualitatif menjadi pilihan 

yang paling sesuai untuk menggambarkan proses pendampingan legalitas usaha pada 

UMKM Nasi Bebek Mercon & Nasi Ayam Mercon Mercon Cak Mansuro. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa UMKM “Nasi Bebek Mercon & Nasi 

Ayam Mercon Cak Mansuro” telah beroperasi selama lima tahun, termasuk dalam kategori 

Usaha Mikro, dengan estimasi omzet rata-rata Rp204.000.000,- per tahun. Meskipun 

memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi, UMKM ini belum memiliki legalitas formal (NIB, 

SKU). Urgensi pengurusan legalitas disorot untuk meningkatkan daya saing dan kepastian 

hukum usaha. Penelitian ini dilaksanakan selama periode tertentu dan menghasilkan 

beberapa hasil seperti: 

 

Proses dan Hasil Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) 

Proses pendampingan difokuskan pada pengurusan NIB melalui sistem Online 

Single Submission (OSS) berbasis risiko. Langkah awal yang krusial adalah penentuan 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Usaha ini diklasifikasikan dengan KBLI 

56103 (Warung Makan/Kedai Makanan), yang secara spesifik mencakup penyediaan 

layanan makanan dan minuman untuk konsumsi di tempat maupun dibawa pulang (take 

away) oleh usaha mikro/kecil. KBLI ini ditetapkan dengan tingkat risiko rendah. 

Pendampingan mencakup: 

1. Registrasi Akun: Membantu pembuatan akun dan profiling data pemilik usaha. 

2. Input Data Usaha: Memasukkan data modal usaha, lokasi, dan KBLI yang telah 

ditentukan. 

3. Verifikasi dan Penerbitan: Setelah semua data diverifikasi sistem, NIB berhasil 

diterbitkan. 
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Pendampingan mencakup registrasi akun, profiling data pemilik usaha, dan input 

data modal usaha, lokasi, serta KBLI 56103 yang telah ditentukan. Setelah semua data 

diverifikasi sistem, NIB berhasil diperoleh dengan nomor 2810250097757 pada tanggal 28 

Oktober 2025. Penerbitan NIB ini secara otomatis memberikan legalitas dasar, termasuk izin 

lokasi, yang disesuaikan dengan skala usaha mikro sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2021. Tantangan utamanya adalah mengatasi kendala teknis dan perbedaan 

pemahaman terminologi OSS oleh pemilik UMKM.  
 

 
Gambar 4.1 Nomor Induk Berusaha 

 

Proses dan Hasil Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) 

Selain NIB, UMKM juga didampingi untuk memperoleh legalitas di tingkat daerah, 

yaitu Surat Keterangan Usaha (SKU). Pengurusan SKU dilakukan melalui layanan Desa 

Curug Sangereng. Prosedur yang diikuti meliputi pengajuan surat pengantar dari RT/RW, 

permohonan resmi ke kantor Kelurahan/Desa, dan verifikasi lapangan sederhana.  

SKU berhasil diterbitkan dengan nomor 503.2/90-Ds.CS/2025 pada tanggal 24 

November 2024. SKU ini memuat detail jenis usaha "Warung Makan" yang disahkan oleh 

Lurah/Kepala Desa setempat. SKU merupakan dokumen legalitas wajib tingkat lokal yang 

paling sering dipersyaratkan oleh lembaga keuangan untuk pengajuan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR). Keberhasilan penerbitan SKU ini melengkapi NIB sebagai landasan kuat 

bagi Cak Mansuro untuk mengakses fasilitas pembiayaan formal. 
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Gambar 4.2 Surat Keterangan Usaha 

 

Penguatan Identitas Visual Usaha 

Strategi visual seperti pembuatan logo baru, desain menu, spanduk promosi, dan 

stiker kemasan bertujuan meningkatkan kesan profesional dan pengenalan merek. Desain 

grafis meliputi logo, warna, dan tipografi ternyata sangat penting dalam membentuk 

persepsi konsumen dan perubahan perilaku beli, sebagaimana dijelaskan oleh Wei & Yin 

(2024). Sedangkan riset oleh Sutrisno et al. (2023) menunjukkan bahwa rebranding 

terhadap logo UMKM secara signifikan dapat meningkatkan brand awareness karena 

membuat identitas usaha lebih mudah dikenali dan diingat, contohnya adalah: 

Pembuatan Logo Baru 

Logo lama yang masih sederhana dan kurang mencerminkan identitas usaha 

diganti dengan logo baru yang lebih modern dan mudah dikenali. Logo ini dirancang 

untuk mencerminkan jenis usaha kuliner yang dijalankan, dengan warna dan bentuk yang 

konsisten dengan makanan andalan yang dimiliki Nasi Bebek Mercon dan Nasi Ayam 

Mercon Cak Mansuro 

 
Gambar 4.3 Logo 
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Desain Menu Makanan 

Desain menu dibuat ulang dengan tampilan yang lebih rapi dan menarik. Menu 

mencantumkan daftar makanan lengkap dengan harga serta foto beberapa hidangan 

unggulan untuk menggugah selera. Tampilan menu ini dicetak dalam ukuran A4 

laminating agar lebih awet dan mudah dibersihkan. 

 
Gambar 4.4 Menu 

Promosi Menggunakan Media Sosial 

Penggunaan platform Instagram dan TikTok dilandasi fakta bahwa media sosial 

kini adalah saluran utama pemasaran digital bagi UMKM Indonesia. Menurut Putri dkk. 

(2025), media sosial efektif dalam membangun brand awareness, mencari konsumen 

potensial, dan menjalin kedekatan dengan audiens karena interaktivitas dan jangkauannya 

luas. Studi oleh Ban dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa optimalisasi digital marketing 

lewat media sosial seperti Instagram secara nyata meningkatkan engagement dan daya 

saing UMKM di Kupang. 

Pembuatan Akun Instagram dan TikTok 

Dibuat akun Instagram dan TikTok khusus untuk Nasi Bebek Mercon dan Nasi 

Ayam Mercon Cak Mansuro. Kedua platform ini dipilih karena memiliki pengguna aktif 

yang tinggi dan cocok untuk promosi kuliner secara visual. 
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Gambar 4.5 Akun Sosial Media (Tiktok) 

 
Gambar 4.6 Akun Sosial Media (Instagram) 
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Kesimpulan 

Hasil pengamatan dan pendampingan menunjukkan bahwa UMKM Nasi Mercon 

Cak Mansuro, yang berjalan selama lima tahun dengan pendapatan tahunan rata-rata 

sekitar Rp 204.000.000 masih belum memperoleh legalitas usaha seperti Nomor Induk 

Berusaha (NIB), Surat Keterangan Usaha (SKU), dan juga belum memanfaatkan platform 

media sosial sebagai alat pemasaran. Melalui proses pendampingan, UMKM ini berhasil 

mendapatkan NIB lewat OSS yang berbasis risiko dengan KBLI 56103 dan SKU dari Desa 

Curug Sangereng, serta menerima dukungan awal untuk pembuatan akun media sosial, 

meskipun mereka menghadapi beberapa tantangan teknis dan kurangnya pemahaman 

tentang sistem perizinan digital. Hasil ini menunjukkan bahwa legalitas dan digitalisasi 

adalah elemen krusial dalam meningkatkan kredibilitas, daya saing, dan keberlanjutan 

UMKM, oleh karena itu disarankan adanya pendampingan yang berkelanjutan dari pihak-

pihak terkait dan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi pengaruh kepemilikan 

legalitas serta pemasaran digital terhadap kinerja dan pertumbuhan UMKM, khususnya 

dalam bidang kuliner. 
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